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BAB |
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional. Keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari
pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan informasi penting untuk membantu
pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami,
memperbaiki dan menentukan tindak lanjut yang tepat. Kewajiban pemerintah daerah untuk
melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276
yang mengamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pembangunan daerahnya.

Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

c. Evaluasiterhadap hasil rencana pembangunan daerah.
Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diarahkan pula perlunya

dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan (RPJD
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dengan RPJPD dan RTRW dan RKPD dengan RPJMD), dan kesesuaian antara
pembangunan daerah dengan indicator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan RPJMD periode
keempat dari dokumen jangka panjang daerah RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sldenreng Rappang 26 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJMD
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 merupakan periode pertama
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih H. Dollah Mando dan
Mahmud Yusuf yang dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Desember
2018. RPJMD Kabupaten Sidenreng RAppang Tahun 2018-2023 telah ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 dan telah dirubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 2018-2023. Dokumen RPJMD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan
program pembangunan pemerintah daerah tahun 2018-2023 dengan tetap mendasari
RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2018-2023 perlu dilakukan evaluasi ini akan
berguna sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerahakan datang, baik yang merupakan prioritas pembangunan daerah.
Evaluasi RPUMD secara komprehensif sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat kemajuan
yang dicapai, juga sebagai feedback untuk perbaikan di tahun mendatang. Lebih lanjut,
evaluasi tersebut bermanfaat sebagai pertanggung jawaban dan transparansi kepada publik
(masyarakat) dari upaya-upaya pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode 2018-2023.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum pelaksanaan evaluasi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2018-2023 adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimanatelahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun2015tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-
2024(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sidereng Rappang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sidereng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah dalam rangka:

a. Bahan masukan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
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b. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. Indikator penilaian kinerja perangkat daerah.

d. Tujuan penyusunan laporan evaluasi RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-
2023 secara umum akan digunakan sebagai:

e. Mengetahui capaian indicator makro pembangunan daerah;

—h

Mengetahui capaian indicator kinerja utama (IKU);

Mengetahui capaian indicator outcome RPJMD;

> @

Mengetahui capaian indicator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan

dalam penyusunan dokumen perencanaan yang akan disusun.

1.4. Metode Evaluasi
Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi RPJMD Kabupaten Sidenreng
Rappang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam evaluasi hasil RKPD adalah data primer yang berasal
dari laporan evaluasi Renja-PD tahun 2021 seluruh perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan data sekunder menggunakan
dokumen RPJMD 2018-2023, RKPD 2021 dan RKPD-P 2021, dan APBD Tahun 2021.
b. Teknik Pengolahan
Pengelompokan data dalam evaluasi hasil RKPD Tahun 2021 dilakukan menurut
perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD. Teknik penilaian kinerja atas
indikator kinerja kegiatan pembangunan daerah dalam evaluasi hasil RKPD ini dilakukan
dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan
dalam RKPD, serta membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang
ditetapkan dalam APBD.
C. Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan dalam evaluasi hasil RKPD tahun 2021 ini adalah
analisis perbandingan, yaitu membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target
kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD, dan membandingkan realisasi anggaran
dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Analisis perbandingan juga
dilakukan untuk menunjukkan keselarasan program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada APBD tahun 2021 dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen
RKPD tahun 2021 dan RPJMD tahun 2021.
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Rata-rata prosentase capaian kinerja masing-masing urusan pembangunan daerah

akan dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kriteria Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD

Kriteria Penilaian Realisasi , Interval Nilai Realisasi Kinerja 1

No. L Simbol
Kinerja Tahun
1. Sangat Tinggi ST 91 % <100 %
2. Tinggi T 76 % < 90%
3. Sedang S 66 % <75 %
4. Rendah R 51 %< 65%

5. Sangat Rendah SR <50 %

1.5. Sistematika Laporan

Laporan hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB IlI

BAB IV

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

1.2.  Dasar Hukum

1.3.  Maksud dan Tujuan

1.4.  Ruang Lingkup

1.5. Metode Evaluasi

1.6.  Sistematika Laporan

KONSISTENSI PELAKSANAAN DOKUMEN PERENCANAAN

2.1. Penjabaran Program RPMD

2.2. Konsistensi dan Pelaksanaan Kegiatan RKPD

2.3. Penjabaran Kerangka Pendanaan

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN NASIONAL

3.1.  Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap
Prioritas Nasional

3.2. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Terhadap
Prioritas Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan

CAPAIAN KINERJA RKPD

4.1.  Realisasi Anggaran Pembangunan

4.2.  Capaian Kinerja RKPD
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BABV

BAB VI

LAMPIRAN

4.3.  Capaian Tujuan dan Sasaran RKPD

4.4.  Capaian Indikator Makro Pembangunan

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN RKPD

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2021

5.1.  Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten
Sidenreng Rappang Tahun 2021

5.2.  Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2021
5.3.  Tindak Lanjut
PENUTUP

6.1.  Kesimpulan

6.2. Rekomendasi
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BAB I
RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023

RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang periode 2018-2023 merupakan periode
pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ir. H. Dollah Mando dan Ir. Mahmud Yusuf, M.
Si yang telah dilantik oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada Tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD
TAhun 2018-2023 telah mengalami perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

2.1. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan
pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang
berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan
kewenangan yang dimilikinya. Masalah pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua, yaitu
permasalahan prioritas pembangunan daerah (makro daerah) dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah (mikro sektoral/perangkat daerah). Sedangkan Isu Strategis adalah hal
yang mempengaruhi pembangunan daerah baik itu berpeluang menjadi kelebihan maupun
sebaliknya apabila tidak segera dutangani. Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum
kondisi daerah dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah, berbagai
permasalahan pembangunan pada level makro daerah yang diselaraskan dengan Isu
Strategis golbal, nasional, provinsi maupun daerah, sebagai berikut:

Tabel. 2.1.
Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2023

No Permasalahan Isu Strategis
Global Nasional Provinsi Daerah
Melambatnya Penmgkatan e
Laju . kesejahteraan | Revitalisasi
1 Bonus Demografi masyarakat Sektor
Pertumbuhan . .
Ekonom Sulawesi Pertanian
Standar Selatan
Meningkatnya Pelayanan
2 | Angka Minimal
Pengangguran Daya saing
Masih tingginya Sulawesi pariwisata
3 | angka selatan
kriminalitas sebagai poros
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No Permasalahan Isu Strategis
Global Nasional Provinsi Daerah
dalam maritim
kehidupan
sosial
kemasyarakatan
gelﬁrr:aln a Kualitas
P y infrastruktur
pembagunan
4 |infrastruktur yang Infrastruktur
) menunjang ekonomi
wilayah yang .
kegiatan
berwawasan . .
) Perubahan Iklim perekonomian
lingkungan
Masih Pengelolaan Tgrr]nglgir;yna
rendahnya pemanfaatan peng

5 1. sumber daya
indeks desa sumberdaya alam van
membangun' alam yang

berkelanjutan
Meningkatnya Tujuan Pemerataan
angka Pembangunan pendapatan

6 | kemiskinan Berkelanjutan/Sustai bagi warga Penurunan
akibat Pandemi | nable Development Sulawesi an Eau
Covid-19 Goals (SDG’s) Selatan kergniskinan
Masih Mendekatkan

dan
Rendahnya pelayanan engangauran

7 | Indeks kesehatan pengangg
Pembangunan bagi seluruh
Manusia (IPM) masyarakat
Belum
Optimalnya .

8 Penyelenggaraa Transformasi Digital ng\g/UJUdan
n Tata Kelola g governance
Pemerintahan 9
Yang Baik

Sumber: Data diolah Tim; 2023

2.2.

Visi dan Misi

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2005-2025

pada tahapan keempat, memperhatikan Perubahan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-

2023, memperhatikan RPJM Nasional tahun 2020-2024, serta merujuk pada tujuan Nasional

yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan memperhatikan

tingkat kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini, maka Visi Bupati dan

Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan

Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”
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Berdasarkan visi diatas, maka telah dirumuskan misi. Misi berarti serangkaian tujuan

terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Kabupaten

Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius,

Aman, Adil dan Sejahtera, maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan

misi sebagai berikut:

1.

Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesahatan dalam
rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan
lingkungan.

Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam
pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas
(smart village), sehat dan mandiri.

Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas
budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan

yang kondusif.

Berdasarkan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap

pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak

dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan.

Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan Pokok Visi, Misi, Dan Perumusan Penjelasan Misi

No. | Pokok Visi Misi Penjelasan Misi
1. |Adil dan Memajukan dan meningkatkan |Meningkatkan SDM dan akses
Sejahtera |kinerja pelayanan pendidikan dan |kualitas pelayanan serta penyediaan
kesahatan dalam rangka |sarana dan prasarana pendidikan dan
peningkatan  kualitas  hidup |kesehatan yang terjangkau bagi

masyarakat seluruh masyarakat

2. |Agribisnis |Memajukan usaha agribisnis, |[Mengembangkan potensi pertanian
yang Maju |UMKM dan industri pengolahan |dan daya saing produk yang ditunjang
dan untuk meningkatkan |oleh penguatan kelembagaan dan
Sejahtera |kesejahteraan masyarakat ketersediaan sarana dan prasarana,
pengembangan agribisnis, UMKM,
dan industri  pengolahan  guna

meningkatkan nilai tambah.
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No. | Pokok Visi Misi Penjelasan Misi

3. |Agribisnis |Mengembangkan kerjasama |Membangun kerjasama investasi dan
Yang investasi daerah dan penyediaan |usaha melalui peningkatan daya saing
Maju dan |lapangan kerja baru dan kualitas SDM dan produk
Sejahtera unggulan daerah untuk memperluas

penyediaan lapangan Kkerja baru.

4. |Agribisnis  [Mewujudkan pembangunan |Meningkatkan konektivitas ~ dan
Yang infrastruktur wilayah yang merata |pemerataan infrastruktur dasar
Maju, Adil, |dan berwawasan lingkungan yang mencakup infrastuktur jalan, air
Sejahtera bersih, listrik, jaringan telekomunikasi,

irigasi, serta sarana dan prasarana
permukiman.

5. |Agribisnis |Mengoptimalkan kinerja, kualitas |Meningkatkan kualitas tata kelola
Yang dan profesionalitas birokrasi |pemerintahan melalui peningkatan
Maju, Adil, |pemerintah daerah dalam |profesionalisme, penataan
Sejahtera |pelayanan publik melalui |kelembagaan, dan  peningkatan

penerapan good governance dan |akuntabilitas kinerja pemerintahan
electronic governance. yang inovatif dalam mewujudkan
pelayanan public yang responsif

6. |Agribisnis |Mengembangkan dan |Menciptakan  kemandirian  desa
Yang memajukan kawasan pedesaan |melalui pengembangan  Bumdes
Maju, Adil, |melalui konsep desa cerdas |sesuai potensi desa yang didukung
Sejahtera |(smart village), sehat dan |ketersediaan sarana dan prasarana

mandiri. serta aparat desa yang profesional,
kreatif dan inovatif.

7. |Religius, Memajukan dan menciptakan |Meningkatkan  pemahaman  dan
Aman kondisi kehidupan beragama |pengamalan nilai-nilai keagamaan,

serta meningkatkan  kualitas |pelestarian  seni  budaya serta
budaya lokal sebagai basis nilai |pembinaan  keolahragaan  untuk
dalam menciptakan kehidupan |menciptakan tatanan kehidupan yang
sosial  kemasyarakatan  yang [religius, aman, dan kondusif.
kondusif.

Sumber: RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

2.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil
perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi
sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran
RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-
kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat
diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan
pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Tujuan dan sasaran

RPJUMD Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan sebagai berikut:
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Tabel 2.3.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Indikator dan Target Kinerja

. o . Kondisi Target o
Misi/Tujuan/Sasaran IndlkatorsiggaerrjaiTUJuan / Satuan | Awal KXEr?iIrSI
2019 2020 2021 2022 2023
Misi 1 | Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat
Tujuan 1 | Meningkatkan kualitas SDM yang Indeks
inklusif dan berdaya saing 1. | Pembangunan Indeks | 71,05 71,21 71,37 71,73 72,18 72,18
Manusia (IPM)
Meningkatnya akses
Sasaran 1 | dan kualitas layanan | 2. | Indeks Pendidikan Indeks 62,02 62,05 62,29 62,96 63,93 63,93
pendidikan
Meningkatnya derajat
Sasaran 2 | kesehatan 3. | Indeks Kesehatan Indeks | 76,29 76,66 76,85 77,12 77,34 77,34
masyarakat
Meningkatnya
Sasaran 3 | keperdayaan 4, | Indeks Pemberdayaan |\ 1o | 5680 | 56,86 | 57.67 | 5884 | 5901 | 59,01
perempuan dalam Gender (IDG)
pembangunan
Misi 2 | Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Tujuan 2 | Meningkatkan pendapatan . Juta
masyarakat 5. | PDRB Perkapita AHB Rupiah 46,01 46,16 46,49 48,76 51,26 51,26
Meningkatnya
Sasaran 4 | Produkiivitas sektor- -} | Pertumbuhan % 465 | -059 |3.38-451 439585 “>17 |451-601
sektor perekonomian Ekonomi 6,01
daerah
Menurunnya tingkat . o o
Sasaran 5 kemiskinan 7. | Tingkat Kemiskinan % 4,79 5,05 5,01 4,11 317 317
Sasaran 6 | Menurunnya 8. | Gini Ratio Poin | 0284 | 0349 | 0342 | 0335 | 0328 | 0,328
ketimpangan
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. o . Kondisi Target .
Indikator Kinerja Tujuan / Satuan | Awal Kondisi

S 2019 | 2020 2021 2022 o023 | AKhir

Misi/Tujuan/Sasaran

\ | distribusi pendapatan \

Misi 3 | Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru

Tujuan 3 | Meningkatkan Penyerapan Tenaga i
) o yerap 9| g, | Tingkat Pengangguran % 475 5,91 5,88 5,76 565 | 565
erja Terbuka
Meningkatnya
Sasaran 7 | Periumbuhan 10. | Nilai Investasi RD. 13535 98| 3.449.96 | 3.615.32 | 3.780.68 | 3.946,04 |3.946,04

investasi dan daya Triliun
saing daerah

Misi 4 |Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan 4 | Meningkatkan Pembangunan Pertumbuhan PDRB
Infrastuktur yang Berwawasan Sektor Pengadaan Air,
Lingkungan Pengelolaan Sampah dan

11. % 9,21 1,67 12,00-3,91|3,91-5,81(5,81-7,715,81-7,71

Daur Ulang, Transportasi
dan Pergudangan, serta
Konstruksi (ADHK)

Meningkatnya

Sasaran g | ketersedian 12, | Indeks Layanan Indeks | 66.75 | 67.76 | 7189 | 7455 | 7722 | 77.22
Infrastruktur daerah Infrastruktur
yang berkualitas
Meningkatnya Indeks Kualitas

Sasaran 9 | Kualitas Lingkungan | 13.| . . Indeks 66,53 65,54 66,26 66,91 67,48 67,48
Hidup Lingkungan Hidup (IKLH)

Misi 5 |Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan
electronic governance

Tujuan 5 | Meningkatkan kualitas tatakelola Indeks Reformasi 30,02 | 47,12 | 5308 | 6287 | 7111 | 7111
penyelenggaraan pemerintahan | 14. Indeks

dan pelayanan publik Birokrasi () (©) (CC) (B) (BB) (BB)
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Kondisi

: vt : Target Tt
Misi/Tujuan/Sasaran Indlkatorsiggsrr;TUJuan/ Satuan | Awal - KXE&'FS'
2019 2020 2021 2022 2023
Meningkatnya
Akuntabilitas . . 55,33 60,03 65,19 78,78
Sasaran 10 Kinerja pemerintah 15. | Nilai SAKIP Poin (CC) B) B) 71,46 (BB)|78,78 (BB) (BB)
daerah
Sasaran 11 kMqul]il‘[g%kaéTgaanan 16, | Indeks Kepuasan ndoks | 7458 | 76.96 | 8014 | 8432 | 8835 | 8835
oublik pelay "| Masyarakat (IKM) (C) (B) (B) (B) (A) (A)
Meningkatnya
ggihteﬁn araan 17 Indeks Sistem
Sasaran 12 yelengg | Pemerintahan Berbasis | Indeks | 1,91 213 2,20 2,38 2,60 2,60
Pemerintahan .
. Elektronik (SPBE)
Berbasis
Elektronik

Misi 6 |Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri

Tujuan 6 Meningkatkan Pembangunan dan |, o | Indeks Desa Membangun

Pemberdayaan Masyarakat Desa (IDM) Indeks | 0,6479 | 0,6583 | 0,7278 | 0,7527 | 0,7854 | 0,7854

Terwujudnya Desa 19 Persentase Desa Maju
Maju dan Mandiri | Dan Mandiri

Misi 7 |Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan
sosial kemasyarakatan yang kondusif

Tujuan 7 | Meningkatkan Keamanan dan
Ketertiban serta Kualitas Kehidupan

Sasaran 13 % 8,82 45,59 67,47 75,00 85,29 85,29

. L 20. | Angka Kriminalitas Kasus 474 367 355 347 339 339
Sosial Masyarakat yang Religius
Dan Berbudaya
Meningkatnya S
Sasaran 14 | Kenyamanan pq. | AngkaKriminalitasyang | o | 7363 | 59095 | 7380 | 7493 | 7611 | 76,11
Kehidupan Tertangani
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. o . Kondisi Target .
Indikator Kinerja Tujuan / Satuan | Awal Kondisi

S 2019 | 2020 2021 2022 o023 | AKhir

Misi/Tujuan/Sasaran

Bermasyarakat

Sumber: Perubahan RPJMD Kab. Sidrap 2018 - 2023
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2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Serta Prioritas Pembangunan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai maka dirumuskan berbagai strateqi

pembangunan daerah sebagai berikut:

1.

Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, meningkatkan kualitas SDM dan
pemerataan tenaga pendidik dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan;
Meningkatkan pemerataan akses Pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini,
pendidikan dasar dan Pendidikan kesetaraan melalui penyediaan sarana dan prasarana
sekolah seperti pembangunan unit sekolah baru, penambahan dan rehabilitasi ruang
kelas baru dan ruang guru/kepala sekolah/TU, sarana dan prasarana utilitas sekolah
seperti pembangunan taman, lapangan upacara, fasilitas parkir serta pengadaan
pakaian seragam sekolah yang merupakan program nyata Bupati dan Wakil Bupati
Sidenreng Rappang sebagai bentuk dan komitmen pemerintah daerah dalam
mendukung Pendidikan gratis. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di semua jenjang
Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan kesetaraan melalui pemerataan tenaga
pendidik dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan ketersediaan sarana
dan prasarana kesehatan, menciptakan pemerataan tenaga kesehatan yang berkualitas
diiringi dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam masyarakat.

Meningkatkan akses terhadap layanan Kesehatan melalui peningkatan kualitas
pemenuhan SPM pelayanan ibu hamil dan melahirkan, bayi baru lahir dan balita,
Pelayanan Kesehatan lansia, usia pendidikan dasar dan usia produktif, Pelayanan
Kesehatan bagi penderita penyakit menular dan tidak menular. Pemenuhan sarana dan
prasarana Kesehatan seperti pembangunan rumah sakit khusus penanganan narkoba,
pembangunan/rehabilitasi rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Perbaikan pola hidup dan gizi masyarakat melalui promosi Kesehatan dan Gerakan
hidup bersih dan sehat di masyarakat yang disertai peningkatan kualitas tenaga
Kesehatan melalui pendidikan pelatinan, diklat dan bimbingan teknis serta peningkatan
kemampuan tenaga Kesehatan lainnya.

Meningkatkan peran kelembagaan PUG dan forum anak, menyebarluaskan informasi
kesetaraan gender dan urgensi perlindungan perempuan dan anak, serta meningkatkan
keberdayaan perempuan dalam perekonomian.

Pelaksanaan PUG dalam pembangunan adalah untuk memastikan perempuan dan laki-
laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam

proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama. Olehnya
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itu, pelaksanaan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di
Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG,
penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, peningkatan peran
serta perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, politik dan jabatan publik serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan
anak dari berbagai tindak kekerasan.

Meningkatkan daya saing produk pertanian terpadu berbasis petik, olah, kemas dan jual
disertai dengan penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta
pemenuhan sarana dan prasarana pertanian;

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang dalam rangka
peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan PDRB adalah
pemenuhan sarana dan prasarana pertanian melalui pembangunan infrastruktur jaringan
irigasi, jalan tani/ jalan produksi, embung, dam parit, dan sumur bor, pengendalian hama,
pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan benih/ bibit ternak, inseminasi buatan,
penanggulangan dan pengendalian penyakit hewan, dalam rangka peningkatan
produktifitas hasil pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya
penyuluh dan petani. Sebagai upaya peningkatan produksi sektor perikanan dilakukan
kegiatan restoking, pembuatan kolam percontohan, dan peningkatan kapasitas sumber
daya penyuluh dan nelayan.

Selain itu untuk meningkatkan daya saing produk dilakukan melalui fasilitasi usaha mikro
menjadi usaha kecil dan menengah dalam pengembangan produksi, pengolahan,
pemasaran, SDM, desain dan teknologi yang didukung pemberdayaan kelembagaan
potensi dan pengembangan usaha mikro. Upaya memperluas akses bagi promosi dan
pemasaran produk lokal UMKM dibangun pasar ole-ole dan mengikuti kegiatan pameran
pembangunan baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Meningkatkan keterpenuhan hak dasar dan keberdayaan penduduk miskin serta
meningkatkan pendapatan kelompok penduduk terbawah dengan memperluas skema
perlindungan dan bantuan sosial.

Dalam rangka penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah diperlukan
dukungan aktif para pemangku kepentingan dan perbaikan sistem koordinasi melalui Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang menjadi garda terdepan
penanggulangan kemiskinan di daerah dengan tugas utama melakukan koordinasi dan
pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Upaya dalam rangka

penanggulangan kemiskinan diantaranya pengelolaan dan pemutakhiran data penduduk
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miskin, pemenuhan SPM social meliputi rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti.

Masalah kemiskinan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan distribusi

pendapatan yang terjadi di kalangan masyarakat, olehnya itu dalam rangka

meningkatkan pendapatan khususnya kelompok penduduk dengan pendapatan

terbawah di Kabupaten Sidenreng Rappang maka dilakukan upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial serta

pemberdayaan masyarakat pada lokasi dengan penduduk miskin.

Meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan investasi serta daya saing pariwisata.

Meningkatkan akses penduduk terhadap lapangan pekerjaan melalui peningkatan

kualitas tenaga kerja dan membangun jaringan kemitraan untuk memperluas

kesempatan kerja. Untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Kabupaten

Sidenreng Rappang dilakukan peningkatan pelayanan terpadu perizinan dan

nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Upaya

lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui

pengembangan parawisata dengan melakukan pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi

sarana dan prasarana destinasi pariwisata.

Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan Infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta

permukiman dan perumahan dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan.

Sasaran pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peningkatan indeks

layanan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai melalui upaya:

a. Pemenuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan

b. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi

c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

d. Pembangunan dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perkotaan
dan perdesaan

e. Pembangunan dan pemeliharaan system pengelolaan air limbah

Memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan

kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan terhadap

pemanfaatan lingkungan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana

melalui pengelolaan limbah, pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan

sampah, pengendalian emisi gas rumah kaca untuk meningkatkan indeks kualitas air,
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10.

11.

12.

udara dan tutupan lahan yang merupakan komponen indeks kualitas lingkungan hidup

(IKLH).

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan, serta

meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah.

Sebagai upaya meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, penataan kelembagaan,

serta meningkatkan sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, maka perlu dilakukan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK Rl dan tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Mengoptimalkan

pengintegrasian perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (SIPD), dan Penataan dan penguatan organisasi.

Meningkatkan kualitas SDM dalam pelayanan publik, penyederhanaan prosedur

pelayanan publik serta pengembangan inovasi daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas maka perlu ditingkatkan

kualitas SDM dan peningkatan pada institusi pelayanan yang terdiri dari delapan unit

pelayanan vyaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan,

pelayanan kependudukan & pencatatan sipil, pelayanan di kecamatan, pelayanan pajak

dan pelayanan pasar.

Meningkatkan kualitas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata

kelola pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan, maka perlu adanya peningkatan

pelayanan pemerintah berbasis elektronik melalui peningkatan layanan, kelembagaan,

layanan administrasi pemerintahan dan teknologi informasi dan komukasi (TIK) sehingga

semua instansi pemerintah menggunakan aplikasi atau system dalam administrasi dan

pelayananannya.

Meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

Dalam upaya meningkatkan persentase desa maju dan mandiri pada aspek ketahanan

sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka dilakukan peningkatan kualitas pelayanan,

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan desa yang berbasis Teknologi dan informasi desa.

2. Penyediaan sarana transportasi desa

3. Peningkatan penyerapan pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah.

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
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5. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES

13. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum melalui pengawasan, pengendalian
disertai dengan pendekatan sosial kemasyarakatan.
Untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta kualitas kehidupan beragama
dan sosial budaya dilakukan pembinaan dan penyuluhan, pengamanan dan pengawalan
serta melakukan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
berdasarkan perda dan perkada. Disamping itu, dilakukan pendekatan sosial
kemasyarakatan melalui pembinaan kepemudaaan yang disertai penyediaan sarana dan
prasarana olahraga dan pelaksanaan kegiatan keagamaan, pemenuhan sarana dan
prasarana rumah ibadah, Pembangunan/Rehabilitasi Pesantren, pembangunan Taman
Pendidikan Alquran (TPA), pemberian insentif imam dan pegawai syara’ serta umroh

untuk ASN berprestasi.

Arah kebijakan dibagai menjadi dua periode yaitu RPJMD Pokok dan Perubahan
RPJMD seperti yang diuraikan pada Tabel sebagai berikut:
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RPJMD POKOK

Tabel 2.4.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 — 2020

Arah Kebijakan Tahun

No. Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020
Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera
Misi — 1 : Memajukan Dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat
1 | Meningkatkan Meningkatnya akses dan | Meningkatkan kualitas SDM dan Pemenuhan SPM pendidikan Peningkatan kualitas pemenuhan
kualitas hidup kualitas layanan pemerataan tenaga pendidik anak usia dini, pendidikan dasar | SPM pendidikan anak usia dini,
masyarakat pendidikan secara bersinergi dengan dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar, dan pendidikan
perbaikan akses layanan dan kesetaraan
peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan.
Meningkatnya derajat Meningkatkan ketersediaan Pemenuhan SPM pelayanan ibu | Peningkatan kualitas pemenuhan
kesehatan masyarakat sarana dan prasarana kesehatan, | hamil dan melahirkan, bayi baru | SPM pelayanan ibu hamil dan
akses layanan kesehatan dan lahir dan balita, pelayanan melahirkan, bayi baru lahir dan
pemerataan tenaga kesehatan kesehatan berdasarkan usia balita, pelayanan kesehatan
yang berkualitas diiringi dengan dan pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan pelayanan
penerapan pola hidup bersih dan penyakit menular dan tidak kesehatan penyakit menular dan
sehat dalam masyarakat. menular tidak menular
— 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
2 | Meningkatkan Meningkatnya Meningkatan daya saing produk Pemenuhan sarana-prasarana | Pengembangan pertanian terpadu
pendapatan produktivitas sektor- pertanian terpadu secara produksi serta alat dan mesin berbasis sistem agribisnis yang
masyarakat sektor perekonomian beriringan dengan penguatan pertanian dalam mendukung mengintegrasikan budidaya

daerah

kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha serta pemenuhan
sarana dan prasarana pertanian.

optimalisasi pemanfaatan lahan
pertanian

tanaman, peternakan dan perikanan
darat berbasis potensi spesifik lokal
diiringi dengan penguatan
kelembagaan pelaku utama dan
pelaku usaha
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Arah Kebijakan Tahun

Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020
Menurunnya tingkat Meningkatkan keterpenuhan hak Penguatan kelembagaan Pemutahiran data kemiskinan
kemiskinan dasar dan keberdayaan penduduk | penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis IT dan
miskin secara bersinergi dengan dan strategi penanggulangan peningkatan cakupan perlindungan
perbaikan akses dalam lapangan kemiskinan daerah sosial bagi masyarakat paling miskin
kerja dan lapangan usaha secara dan rentan
merata dan tepat sasaran
Menurunnya Meningkatkan pendapatan Penguatan kelembagaan Pengumpulan dan pemutahiran data
ketimpangan distribusi kelompok penduduk bawah penanggulangan kemiskinan kemiskinan dan peningkatan
pendapatan dengan pembangunan dan strategi penanggula-ngan cakupan perlindungan sosial
infrastruktur padat karya, dan kemiskinan.

beragam skema perlindungan dan
pantuan sosial

Misi — 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah Dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru

Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan kualitas produk Pemetaan potensi investasi dan | Pembangunan sistem layanan
kesempatan kerja pertumbuhan investasi unggulan daerah, membangun pariwisata daerah investasi dan revitalisasi objek
dan daya saing jaringan kemitraan, wisata daerah
pariwisata daerah penyederhanaan prosedur

perizinan berbasis IT serta
meningkatkan daya saing
destinasi dan industri pariwisata

Misi — 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan.

Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan ketersediaan dan Pemenuhan fasilitas air minum | Pemantapan keterpenuhan fasilitas
Pembangunan Infrastruktur Ekonomi pemerataan Infrastruktur jalan, dan penanganan limbah air minum dan penanganan limbah
Infrastuktur yang berkualitas jembatan, irigasi, serta domestic yang terjangkau bagi | domestik serta pembangunan dan
Ekonomi yang permukiman dan perumahan seluruh masyarakat pemeliharaan infrastruktur jalan dan
berwawasan dengan memanfaatkan berbagai jembatan.
Lingkungan sumber pembiayaan
Meningkatnya Kualitas Memelihara daya dukung dan Penguatan kapasitas, kebijakan | Pemeliharaan daya dukung dan
Lingkungan Hidup daya tampung lingkungan serta dan rencana pengelolaan daya tampung lingkung-an serta
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Arah Kebijakan Tahun

No. Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020
kemampuan adaptasi dan mitigasi | lingkungan hidup serta penaatan terhadap rekomendasi izin
terhadap perubahan iklim dan peningkatan kesiapsiagaan lingkungan dan Amdal bagi aktivitas
bencana terhadap bencana swasta maupun masyarakat
Misi — 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas Dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan
Electronic Governance
5 | Meningkatkan Meningkatnya kinerja Meningkatkan disiplin kerja, Penataan kelembagaan dan Pengembangan sistem integrasi
kualitas tatakelola pemerintah daerah kualitas SDM dan profesionalitas organisasi serta peningkatan perencanaan, penganggaran,
penyelenggaraan aparatur diiringi dengan penataan | kompetensi dan profesionalitas | monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemerintahan dan kelembagaan dan peningkatan sumber daya aparatur berbasis elektronik
pelayanan publik sistem pengawasan dalam
berjalannya integrasi
perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi berbasis
elektronik.
Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas SDM dan Penguatan kapasitas teknologi, | Peningkatan kualitas pelayanan
pelayanan publik penerapan IT dalam pelayanan sarana-prasarana, fasilitas dan | publik yang merata melalui
publik, penyederhanaan prosedur | SDM untuk sistem pelayanan pemanfaatan SDM berkualitas dan
pelayanan publik yang terintegrasi, | publik yang prima dukungan IT, serta penyederhanaan
serta pengembangan inovasi prosedur pelayanan
daerah
Meningkatnya Menguatkan kelembagaan PUG Pengarusutamaan gender Penguatan pokja pengarusutamaan
keberdayaan perempuan | dan forum anak, menyebarluaskan | dalam perencanaan dan gender dalam relasis fungsional
dan anak dalam informasi kesetaraan gender serta | penganggaran serta dengan perangkat daerah dalam
penyelenggaraan urgensi perlindungan perempuan penggunaan data terpilah kerangka pelembagaan kerangka
pemerintahan dan dan anak, serta meningkatkan dalam penyaijian indikator gender dalam pembangunan daerah
pelaksanaan keberdayaan perempuan dalam Kinerja kunci penyelenggaraan
pembangunan perekonomian. urusan
Misi — 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat Dan Mandiri.
6 | Meningkatkan Terwujudnya Desa Maju | Meningkatkan sistem pelayanan Pemenuhan regulasi dan pem- | Peningkatan kapasitas SDM aparat

Pembangunan dan

dan Mandiri

desa yang inovatif dan responsif

binaan kewenang-an desa,

desa dan akses layanan pemerintah
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Arah Kebijakan Tahun

No. Tujuan Sasaran Strategi 2019 2020
Pemberdayaan berbasis teknologi informasi peningkatan akses layanan desa serta pemberdayaan BUMDes
Masyarakat Desa seiring dengan penguatan pemerintah desa dan pemetaan | berdasarkan potensi desa

kelembagaan dan peningkatan potensi desa
kapasitas aparat desa,
pemberdayaan BUMdes,
pengembangan sistem informasi
potensi desa, penggunaaan dana
desa yang berbasis visi,
transparan dan akuntabel.
Misi — 7 : Memajukan Dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan
Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.

7 | Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan ketertiban umum Pengendalian keamanan dan Pengerahan dan pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan Kehidupan | dengan melakukan pengawasan ketenteraman lingkungan dan satuan perlindungan masyarakat
Ketertiban serta Bermasyarakat dan pengendalian pelaksanaan kerukunan hidup dan tokoh tokoh agama
Kualitas Kehidupan peraturan daerah bermasyarakat
Beragama dan Meningkatnya Meningkatkan partisipasi Pemetaan organisasi pemuda Penyediaan sarana prasarana

Sosial Budaya

Penerapan Nilai-Nilai
Budaya Lokal dan
Sarana Prasarana
Olahraga

organisasi dan Lembaga
kemasyarakatan dalam pelestarian
seni budaya dan pengembangan
olahraga

dan lembaga berdasarkan
potensi dan tujuan organisasi

olahraga, pembinaan generasi muda
dan pelestarian seni budaya
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Tabel 2.5.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 — 2023

RPJMD PERUBAHAN

No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

Visi: Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera

Misi — 1 : Memajukan dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan 1 :
Meningkatkan
kualitas SDM
yang inklusif dan
berdaya saing

Sasaran 1:
Meningkatnya akses
dan kualitas layanan

Meningkatkan akses
terhadap layanan
pendidikan, meningkatkan

Peningkatan kapasitas
sarana-prasarana dalam
memelihara kualitas

Peningkatan kualitas
tenaga pendidik dalam
menunjang pemenuhan

Peningkatan kualitas
lulusan pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar

pendidikan. kualitas SDM dan pemenuhan SPM SPM pendidikan anak usia | dan pendidikan
pemerataan tenaga pendidikan anak usia dini, | dini, pendidikan dasar dan | kesetaraan
pendidik dan pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
meningkatkan sarana dan | pendidikan kesetaraan
prasarana Pendidikan;
Sasaran 2 : Meningkatkan akses Peningkatan kapasitas Pemberdayaan dan Perbaikan pola hidup

Meningkatnya derajat
kesehatan

terhadap layanan
kesehatan, meningkatkan

sarana prasarana dan
SDM kesehatan dalam

peningkatan peran
masyarakat dalam

sehat dan sistem gizi
masyarakat serta

masyarakat. ketersediaan sarana dan menunjang pemeliharaan | pengendalian penyakit modernisasi pelayanan
prasarana kesehatan, kualitas pemenuhan SPM | dan penyehatan kesehatan pada rumah
menciptakan pemerataan | pelayanan ibu hamil dan lingkungan serta sakit hingga puskesmas
tenaga kesehatan yang melahirkan, bayi baru lahir | pengembangan sistem dan jaringannya
berkualitas diiringi dengan | dan balita, pelayanan informasi dan rujukan
penerapan pola hidup kesehatan berdasarkan pada fasilitas kesehatan
bersih dan sehat dalam usia dan pelayanan dasar.
masyarakat. kesehatan penyakit
menular dan tidak
menular
Sasaran 3 : Meningkatkan peran Pemberdayaan Penguatan Pemantapan peran serta
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Arah Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi 2021 5022 5023
Meningkatnya kelembagaan PUG dan perempuan pada sistem perempuan dalam
keberdayaan forum anak, aspek ekonomi, perlindungan perempuan | pembangunan dan
perempuan dalam menyebarluaskan politik dan sosial dan anak perluasan cakupan
pembangunan informasi kesetaraan budaya serta dari berbagai tindak perlindungan perempuan

gender dan urgensi penguatan peran kekerasan dan anak melalui
perlindungan perempuan perempuan pada pemberian
dan anak, serta birokrasi dan bantuan hukum bagi
meningkatkan legislatif kasus kekerasan
keberdayaan perempuan
dalam perekonomian.

Misi — 2 : Memajukan Usaha Agribisnis, UMKM Dan Industri Pengolahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

2 | Tujuan 2: Sasaran 4 : Meningkatkan daya saing | Penguatan dukungan Penguatan daya saing Pemantapan pengelolaan
Meningkatkan Meningkatnya produk pertanian terpadu | infrastruktur jaringan produk berbasis inovasi sistem agribisnis berbasis
pendapatan produktivitas sektor- berbasis petik, olah, irigasi dan jalan tani dalam | pada proses agroindustri | petik, olah, kemas dan jual
masyarakat sektor perekonomian | kemas dan jual disertai akselerasi pertanian disertai penguatan yang ditunjang dengan

memperluas skema
perlindungan dan bantuan

daerah. dengan penguatan terpadu berbasis sistem jaringan pasar produk Inovasi dan teknologi
kelembagaan pelaku agribisnis sesuai potensi agribisnis dengan serta dukungan jaringan
utama dan pelaku usaha spesifik lokal melibatkan peran Perusda | kerjasama dalam
serta pemenuhan sarana dan UMKM daerah. keseluruhan rantai pasok
dan prasarana pertanian hingga konsumen
Sasaran 5 : Meningkatkan Pemenuhan hak dasar Pemberdayaan Pengembangan sinergi
Menurunnya tingkat keterpenuhan hak dasar bagi rumah tangga miskin | masyarakat pada lokasi multipihak dalam
kemiskinan. dan keberdayaan dan perluasan dengan penduduk miskin | intervensi
Sasaran 6 : penduduk miskin serta pemberdayaan terbanyak dan perluasan penanggulangan
Menurunnya meningkatkan pendapatan | masyarakat pada lokasi cakupan perlindungan kemiskinan yang
ketimpangan distribusi | kelompok penduduk dengan penduduk miskin | sosial bagi masyarakat komprehensif dan terpadu
pendapatan. terbawah dengan terbanyak. paling miskin dan rentan baik untuk perlindungan

sosial, pemberdayaan
masyarakat maupun
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Arah Kebijakan

No Tujuan Sasaran Strategi
== < 2021 2022 2023
sosial. pengembangan usaha
mikro dan kecil bagi orang
miskin.
Misi — 3 : Mengembangkan Kerjasama Investasi Daerah dan Penyediaan Lapangan Kerja Baru

3 | Tujuan 3: Sasaran 7 : Meningkatkan penyediaan | Pengembangan sistem Peningkatan akses Pemantapan akses
Meningkatkan Meningkatnya lapangan kerja dan layanan investasi dan lapangan kerja, investasi, | lapangan kerja, sistem
Penyerapan pertumbuhan investasi | investasi serta daya saing | pengembangan destinasi | daya saing pariwisata dan | investasi dan daya saing
tenaga kerja dan daya saing pariwisata. wisata usaha ekonomi kreatif industri pariwisata daerah

daerah
Misi — 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Merata dan Berwawasan Lingkungan.

4 | Tujuan 4 : Sasaran 8 : Meningkatkan Perluasan konektivitas Peningkatan kualitas Penguatan konektivitas
Meningkatkan Meningkatnya ketersediaan dan dan aksesibilitas antar infrastruktur jalan, dan aksesbilitas antar
Pembangunan ketersedian pemerataan Infrastruktur wilayah dalam menekan jembatan, dan wilayah dalam mendukung
Infrastuktur yang | infrastruktur daerah jalan, jembatan, irigasi, ketimpangan antar infrastruktur sumber daya | peningkatan pertumbuhan
berwawasan yang berkualitas. serta permukiman dan wilayah serta peningkatan | air dalam mendukung ekonomi.
lingkungan perumahan dengan akses rumah layak huni peningkatan pertumbuhan

memanfaatkan berbagai
sumber pembiayaan.

perbaikan kawasan
permukiman

ekonomi.

Sasaran 9 :
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup

Memelihara daya dukung
dan daya tampung
lingkungan serta
meningkatkan
kemampuan adaptasi dan
mitigasi terhadap
perubahan iklim dan
bencana.

Pengendalian
pencemaran tanah, air
dan udara dari limbah
bahan beracun dan
berbahaya (B3) serta
pemeliharaan kualitas
tutupan lahan

Pengembangan sistem
penanganan sampah
secara terpadu berbasis
teknologi reduce, recycle
dan reuse (3R) dan
pelibatan masyarakat
dangan didukung oleh
penataan ruang terbuka

hijau

Pemantapan kapasitas
sistem pengelolaan
lingkungan secara
terpadu berbasis
pelibatan stakeholder dan
kesadaran serta
partisipasi masyarakat
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

Misi — 5 : Mengoptimalkan Kinerja, Kualitas dan Profesionalitas Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance Dan
Electronic Governance

5 | Tujuanb: Sasaran 10 : Meningkatkan Peningkatan efektivitas Peningkatan capaian Pemantapan sistem
Meningkatkan Meningkatnya profesionalisme SDM pengelolaan keuangan kinerja penyelenggaraan akuntabilitas kinerja
kualitas akuntabilitas kinerja aparatur, penataan dan akuntabilitas kinerja urusan berbasis dengan dukungan
tatakelola pemerintah daerah. kelembagaan, serta berbasis disiplin aparatur | kelitbangan dan inovasi pembinaan dan
penyelenggaraan meningkatkan sistem dan tertib administrasi daerah pengawasan secara
pemerintahan pengawasan terhadap melekat
dan pelayanan penyelenggaraan
publik pemerintahan dan

pembangunan daerah.
Sasaran 11 : Meningkatkan kualitas Perluasan jangkauan Optimalisasi daya guna Pemantapan kualitas
Meningkatnya kualitas | SDM dalam pelayanan pelayanan publik melalui SDM dalam sistem pelayanan publik berbasis
pelayanan publik publik, penyederhanaan pendelegasian pelayanan publik yang inovasi daerah secara
prosedur pelayanan publik | kewenangan pelayanan terintegrasi dengan bersinergi dengan
serta pengembangan pada tingkat Kecamatan didukung oleh fungsi penerapan SPM pada
inovasi daerah dengan dukungan SDM kelitbangan dan inovasi pelayanan dasar
yang cukup daerah
Sasaran 12 : Meningkatkan kualitas Perluasan jangkauan Optimalisasi daya guna Pemantapan kualitas
Meningkatnya kualitas | infrastuktur teknologi pelayanan publik melalui SDM dalam sistem pelayanan publik berbasis
penyelenggaraan informasi dan komunikasi | pelayanan berbasis pelayanan publik yang elektronik di semua
pemerintahan (TIK) dalam tata kelola elektronik pada tingkat terintegrasi dengan instansi pemerintah
berbasis elektonik pemerintahan Kecamatan dengan didukung infrastruktur daerah
dukungan SDM yang Teknolgi informasi dan
cukup Komunikasi
Misi — 6 : Mengembangkan Dan Memajukan Kawasan Pedesaan Melalui Konsep Desa Cerdas (Smart Village), Sehat dan Mandiri.

6 | Tujuan6: Sasaran 13 : Mengembangkan sistem Peningkatan kualitas Penguatan BUMDes Pembinaan BUMDes

Meningkatkan Terwujudnya desa Meningkatkan kualitas pendampingan sebagai kelembagaan melalui Pengembangan

Pembangunan dar

maju dan mandiri.

pelayanan, pembangunan

pemerintah desa dalam

perekonomian desa dalam

kerjasama antar desa
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No

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

2021

2022

2023

Pemberdayaan
Masyarakat desa

dan pemberdayaan
masyarakat desa

perencanaan,
pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi pemanfaatan
dana desa, pengelolaan
asset dan keuangan desa,
serta perbaikan pelayanan
publik di desa dan
pengembangan BUMDes

mendorong pertumbuhan
serta menanggulangi
kemiskinan berbasis
produk unggulan desa

serta kerjasama dengan
pihak ketiga dalam
pemanfaatan potensi desa
yang produktif dan
berkelanjutan

Misi — 7 : Memajukan dan Menciptakan Kondisi Kehidupan Beragama Serta Meningkatkan Kualitas Budaya Lokal Sebagai Basis Nilai Dalam Menciptakan Kehidupan
Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif.

7

Tujuan 7 :
Meningkatkan
keamanan dan
ketertiban serta
kualitas
kehidupan sosial

Sasaran 14 :
Meningkatnya
kenyamanan
kehidupan
bermasyarakat

Meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban umum melalui
pengawasan,
pengendalian disertai
dengan pendekatan sosial

Peningkatan sarana
prasarana peribadatan,
pemahaman,
penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai
keagamaan, serta

Pengembangan sarana
prasarana peribadatan,
pemahaman,
penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai
keagamaan, serta

Pemantapan sarana
prasarana peribadatan,
pemahaman,
penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai
keagamaan, serta

masyarakat yang kemasyarakatan. pembinaan dan penyiapan | pembinaan dan penyiapan | pembinaan dan penyiapan
religius dan sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana
berbudaya olahraga. olahraga. olahraga.

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
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Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan maka prioritas pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan

b. Penguatan perekonomian daerah

c. Peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah

d. Penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

e. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik

f.  Pengembangan kawasan pedesaan

g. Peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius, berbudaya

dan aman

Ketujuh Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut jika
disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan
Prioritas Pembangunan Nasional menunjukkan gambaran yang menarik. Secara umum,
prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersesuaian dengan prioritas
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan prioritas pembangunan Nasional.
Namun isu lingkungan hidup yang menjadi prioritas Nasional dan prioritas Sulawesi Selatan,
justru tidak menjadi prioritas Sidenreng Rappang, atau setidaknya tidak disebutkan secara
eksplisit. Sebaliknya, peningkatan investasi dan daya saing pariwisata daerah yang menjadi
prioritas Sidenreng Rappang justru tidak disebutkan di dalam prioritas Nasional dan prioritas
Sulawesi Selatan.

Tabel 2.6.
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Proritas Pembangunan Sulawesi Selatan, dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang

NO PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS SULSEL PRIORITAS
(RPJMN) (RPJMD SULSEL) KABUPATEN SIDRAP
Memperkuat ketahanan Perbaikan tata kelola Peningkatan akses
ekonomi untuk pemerintahan dan layanan pendidikan dan
1. pertumbuhan yang pelayanan publik. kesehatan
berkualitas dan
berkeadilan.
Mengembangkan wilayah | Penguatan infrastruktur Penguatan perekonomian
5 untuk mengurangi wilayah. daerah
’ kesenjangan dan
menjamin pemerataan.
Meningkatkan Pengembangan kawasan | Peningkatan investasi dan
sumberdaya manusia pertumbuhan. daya saing pariwisata
3. .
yang berkualitas dan daerah
berdaya saing.
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NO PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS SULSEL PRIORITAS
(RPJMN) (RPJMD SULSEL) KABUPATEN SIDRAP
Revolusi mental dan Penurunan kesenjangan Penguatan dan
4. pembangunan sosial ekonomi. pemerataan infrastruktur
kebudayaan. wilayah
Memperkuat infrastruktur | Pembangunan manusia. Perbaikan tatakelola
5 untuk mendukung pemerintahan dan
' pengembangan ekonomi pelayanan publik
dan pelayanan dasar
Membangun lingkungan Pemberdayaan ekonomi Pengembangan kawasan
6 hidup, meningkatkan kerakyatan melalui pedesaan
’ ketahanan bencana, dan | hilirisasi komoditas.
perubahan iklim.
Memperkuat stabilitas Pelestarian lingkungan Peningkatan aktifitas dan
7 polhukhankam dan hidup. kualitas kehidupan sosial

transformasi pelayanan
publik.

masyarakat yang religius,
berbudaya dan aman

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023
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BAB Il
CAPAIAN TARGETTARGET RPJMD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2018-2023

3.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan
3.1.1.PertumbuhanEkonomi

Produk Domestik Regional Bruto merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar
perekonomian sebuahdaerah berdasarkan produksi barang dan jasa selama periode waktu
tertentu. Semakin cepat laju pertumbuhan PDRB, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan
daerah menghasilkan dan jasa mengalami peningkatan, begitupun sebaliknya. Pertumbuhan
ekonomi masuk menjai salah satu indikator dalam aspek kesejahteraan masyarakat sebab
kemakmuran penduduk selalu dimulai dari aktivitas ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurun waktu tahun
2018 hingga 2022 menunjukkan tren fluktiatif Pertumbuhan tertinggi sepanjang periode ini yaitu
Tahun 221, dengan nilai sebesats.54 persen, kemudianangka paling rendah pada tahun 2020
yaitu-0,59 persen. Fenomena terkontraksinya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pandemi
covid-19 dan menurunnya produksipertanian sebagai sektor penopang perekonomian di
Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2021, perekonomian kembali membaik yang
ditandai dengan tumbuhnya perekonomian sebesar 5,54 persen. angka ini juga melampaui
target RKPD 2021 yang berada di range 4-5,5%. Dan Kembali mengalami penurunan pada
tahun 2022 yaitu di angka 4.86%.Hal ini disebabkan karena pandemi covid9 sudah mulai
dapat dikendalikan tetapi mengalami perlambatan pada beberapa lapangan usaha seperti
produksi pertanian sebagai sektor yangnemberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi
Kabupaten Sidenreng Rappanglan juga konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebimendah bila
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional,nga
berada di angka5.09 persen untuk Provinsi Sulawesi Selatan dab,31 persen untuk nasional di
tahun 2022. Bila dibandingkan dengan ratarata pertumbuhan ekonomi daerah setara yang
nilainya sebesar4,80 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Raang masih
berada di atas ratarata.

Tabel3. 1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan
Nasional (20182022)

. Tahun
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Kab. Sidenreng Rappang % 5,02 4,65 -0,59 5,54 4,86
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. Tahun
Indikator Satuan
2018 2019 2020 2021 2022
Provinsi Sulawesi Selatan % 7,04 6,91 -0,7 4,65 5,09
Nasional % 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,31
Sumber: BPS Sulawesi Selatan; 2023
Tabel 3.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappaman Daerah Setara
(Persen)
Pertumbuhan REEREE
PDRB ADHK | PDRB ADHK . Pertumbuhan
No Kab/ Kota Ekonomi .
2021 2022 2022 Ekonomi
Daerah Setara
1 | Takalar 6.908.047,89 7.228,40 4,64
2 | Jeneponto 7.058.349,94 7.327,53 3,81
3 | Sinjai 7.576.834,94 7.945,62 4,87
4 | Soppeng 7.585.976,28 8.054,42 6,18 4.80
5 | Luwu Utara 8.491.499,08 8.876,97 4,54 '
6 | Sidenreng Rappang| 8.866.074,09 | 9.297.023,86 4,86
7 Bulukumba 9.013.584,47 9.357,11 3,81
8 Luwu 10.449.750,24 11.044,67 5,69
Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023
Grafik3.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 20182022

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

m PDRB ADHK (juta rupiah)

2018

PDRB ADHB (juta rupiah)

2019
PDRB ADHB (juta rupiah) 12,937,370.31 13,893,724.49 14,073,432.74 15,250,127.36  16,698,995.21

8,075,027.20  8,450,694.50

2020

8,401,055.18

2021

m PDRB ADHK (juta rupiah)

8,866,074.09

2022

9,297,023.86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dominan digerakkan oleh
lapangan usaha pertanian, dapat dilihat dari kontsusinya terhadap struktur ekonomi daerah

yang hampir sepertiga dari total nilai tambah barang dan jasa lima tahun terakhir. Lebih spesifik,
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nilai tambah barang dan jasa di Kabupaten Sidenreng Rappang banyak disumbang oleh
komoditas tanaman pangan yaitu pag sebab hampir semua masyarakat mengusahakan
komoditas ini dan seringkali disebut sebagai komoditas andalan. Namun setelah puluhan tahun
mengambil peran penting terhadap pembentukan nilai tambah, ada fenomena menarik terkait

sektor pertanian beberapa tahum terakhir. Lapangan usaha pertanian mulai menunjukkan tanda
gNHMHQXKDQr GLSHUKDWLNDQ GDUL NRQWULEXD®,LKQntibusD QJ SHU
sektor pertanian mencapai 2,37 persen dan mengalami penurunan setiap tahun hingga

akhirnya pada tahun2022 hanyamencapai 28,52 persen. Walaupun kontribusinya turun, belum

ada satupun penanda sektor lain bisa menggantikan dominasi sektor pertanian.

Selain pertanian, ada tiga sektor lain penyangga perekonomian daerah yaitu konstruksi,
industri pengolahan,dan perdagangan besar. Pada tahun 20& kontribusi sektor Konstruksi
mencapai 16,00 persen dan mengalami peningkatan setiap tahun sampai pada tahun 2021
mencapai 18,24 persen tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 17.72 persen
Pada tahun 2018 kontribusi industri pengolahan mencapai 3,64 persen namun juga mengalami
penurunan sejalan dengan menurunnya sektor pertanian hingga akhirnya pada tahun 2021
mencapai 13,61 persen tetapi pada tahun 2022 menalami kenaikan menjadi 14.52 persen
Selanjutnya pada tahun 208 kontribusi sektor perdagangan mencapai 84 persen dan
mengalami peningkatan setiap tahun sampai akhirnya pada tahun 2@2nencapai 1046 persen.
Meskipun tiga sektor ini berkontribusi cukup besar terhadap ekonomi Sidenreng Rapps
namun belum terlihat sinyal salah satunya berpotensi menggantikan pertanian sebagai lapangan
usaha andalan.

Tabel 3.3
Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 20182022 (%)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32,37 29,80 |28,65 |28,75 |28,52
Pertambangan dan Penggalian 4,78 4,89 5,00 5,13 5,12
Industri Pengolahan 13,64 | 13,56 | 13,47 | 13,61 | 14,52
Pengadaan Listrik, Gas 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
Pengadaan Air 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Konstruksi 16,00 | 17,00 |17,85 |18,24 |17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,84 10,45 110,07 1 10,12 | 10,46
Transportasi dan Pergudangan 1,96 2,14 1,99 2,09 2,29
PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum | 0,65 0,73 0,70 0,74 0,79
Informasi dan Komunikasi 2,38 2,59 2,92 2,88 2,84
Jasa Keuangan 3,00 2,94 3,07 3,14 3,10
Real Estate 4,04 4,05 4,10 3,95 3,86
Jasa Perusahaan 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12
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Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib

4,90 5,08 5,10 4,52 4,16

Jasa Pendidikan 3,75 3,95 4,14 3,81 3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,48 1,53 1,69 1,74 1,62
Jasa lainnya 1,01 1,08 1,04 1,04 1,06
PDRB 100 100 100 100 100
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023
Tabel3.4

Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018022 (%)

Lapangan Usaha 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan, darPerikanan 32,37 29,80 |28,65 |28,75 | 28,52
Pertambangan dan Penggalian 4,78 4,89 5,00 5,13 5,12
Industri Pengolahan 13,64 | 13,56 | 13,47 | 13,61 | 14,52
Pengadaan Listrik, Gas 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09
Pengadaan Air 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Konstruksi 16,00 |17,00 |17,85 | 18,24 | 17,72
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,84 10,45 110,07 | 10,12 | 10,46
Transportasi dan Pergudangan 1,96 2,14 1,99 2,09 2,29
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,65 0,73 0,70 0,74 0,79
Informasi dan Komunikasi 2,38 2,59 2,92 2,88 2,84
Jasa Keuangan 3,00 2,94 3,07 3,14 3,10
Real Estate 4,04 4,05 4,10 3,95 3,86
Jasa Perusahaan 0,11 0,12 0,12 0,11 0,12

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 4,90 5,08 510 4,52 4,16

Jasa Pendidikan 3,75 3,95 414 3,81 3,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,48 1,53 1,69 1,74 1,62
Jasa lainnya 1,01 1,08 1,04 1,04 1,06
PDRB 100 100 100 100 100

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengandalkan pertanian sebagai
sektor andalan menyebabkan ketergantungan besar terhadap sektor ini. Artinya, jika
pertumbuhan ekonomi sektor pertanian melaju, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga
mengalami hal serupa, tapi sebaliknya, jika nilai tambah sektor pertanian melambat akan
berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahannya adalah Kabupaten
Sidenreng Rappang berhadapan dengan fenomena kedua, yaitu kondisi dimana nilai tambah
lapangan usahapertanian melambat, bahkan mengalami kontraksi.

Setidaknya ada dua penyebab penurunan nilai tambah sektor pertanian di Kabupaten
Sidenreng Rappang, pertama, masih banyak lahan pertanian sawah di Kabupaten Sidenreng

Rappang belum memiliki irigasi sama sekia sehingga mengandalkan musim hujan untuk
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mengairi lahan mereka. Faktor kedua adalah kekeringan panjang (El Nino) di Sulawesi Selatan.
Dua faktor tersebut mengancam usaha pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang dan akan
bertambah parah jika pemerintah derah tidak mengambil kebijakan yang lebih strategis,
terbukti dari penurunan signifikan pertumbuhan nilai tambah sektor pertanian.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2018-2022 (%)

LapanganUsaha PDRB 2018 2019 2020 2021 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan -0,04 -1,38 -4,01 5,38 4,00
Pertambangan dan Penggalian 9,32 9,10 2,77 9,84 5,98
Industri Pengolahan 1,10 3,72 -1,70 | 7,13 12,17
Pengadaan Listrik, Gas 6,94 8,09 5,31 10,85 | 9,09
Pengadaan Air 8,44 1,33 2,14 3,64 7,12
Konstruksi 8,40 8,42 3,16 6,31 0,32
Perdagangan Besar dan Eceran, dan
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,12 8,35 267 | 6,77 7,27
Transportasi dan Pergudangan 13,82 | 1513 |-855 |6,21 11,56
PenyediaanAkomodasi dan Makan Minum | 18,49 | 17,56 | -4,63 11,34 | 11,90
Informasi dan Komunikasi 11,75 | 12,10 | 10.40 | 6,26 511
Jasa Keuangan 3,78 1,60 5,75 6,82 -0,69
Real Estate 5,64 5,86 0,88 3,09 5,49
Jasa Perusahaan 11,11 13,16 |-2,82 4,23 6,78

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Waijib 15,02 18,56 0,01 479 10,01

Jasa Pendidikan 9,90 9,10 3,28 2,97 2,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10,97 | 8,80 9,03 5,9 2,23
Jasa lainnya 12,64 |9,90 -3,21 6,77 5,92
Pertumbuhan PDRB 5,02 4,65 -0,59 5,44 4,86

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2023

Industri pengolahanmerupakan sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan tertinggi
tahun 2022 yaitu 12,17 persen yang diikuti oleh sector penyediaan akomodasi damakan
minum sebesar 11.90 persen, dan sector transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan
11.56 persen. kemudian sector usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu
administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang mengalamirf@nbatan
sebesar-0.01 persen.

Perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran, terlihat masih
ditopang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Aktivitas konsumsi masyarakat Kabupaten
Sidenreng Rappang sepanjang tahun 208 sampai 2022 mengalami kenaikan, terlihat dari
perkembangan nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2@lmencapai Rp.7.32 triliun. Aktivitas ekonomi
dari konsumsi rumah tangga kembali bertambah hingga nilainya sampai Rp88 triliun, Rp. 796

triliun, Rp.8,48 triliun dan masingmasing di tahun 2019, 2020, dan 2021. Hingga akhirnya pada
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tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar9.51 triliun. Kenaikan dan besaran pengeluaran
konsumsi rumah tangga menggambarkan dominasi komponen ini terhadap PDRB sisi
pengeluaran.

Dari aspek pengeluaranpemerintah, kebutuhan anggaran pemerintah daerah untuk
menjalankan fungsifungsi pemerintahan terus bertambah hingga menghabiskan Rp. 30 triliun
pada tahun 2018, serta Rp. 144 triliun di tahun 2019, dan mencapai 153 triliun pada tahun
2022.

Tabel 3.6
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan
Pengeluaran Tahun 20182022 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 7,32 7,88 7,96 8,48 9,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,20 0,26 0,26 0,26 0,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,30 1,44 1,44 1,44 1,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,95 5,48 5,74 6,26 6,67
Perubahan Inventori 0,14 -0,03 -0,03 -0,008 | -

Net Ekspor Barang dan Jasa -0,98 -1,13 -1,26 -1,23 -1,31
Produk Domestik Regional Bruto 12,94 13,89 14,07 15,25 16,69

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang,2023

Tabel 3.7
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan
Pengeluaran Tahun 20182022 (Triliun Rp)

KomponenPengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 4,78 5,07 5,06 5,30 5,59
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,12 0,17 0,153 0,151 0,163
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,75 0,82 0,797 10,823 0,838
Pembentukan Modal Tetap Bruto 3,08 3,249 3,352 3,523 3,611
Perubahan Inventori 0,074 |0,013 -0,015 | 0,0052 | -

Net Ekspor Barang dan Jasa -0,74 -0,85 -0,95 -0,93 -0,95
Produk Domestik Regional Bruto 8,07 8,45 8,40 8,86 9,29

Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang,2023

Tingginya pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadikannya sebagai komponen yang
mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sisi pengeluaran. Selama lima
tahun terakhir, komposisi PDRB disumbang lebih dari 50 persen oleh konsumsi rumah tangga,
kemudian tertinggi kedua setelah itu adalah investasi. Lebih dari 1/3 PDRB pengeluaran
Kabupaten Sidenreng Rappang dikontribusi oleh investasi, dimana angkanya cenderung

membesar setiap tahun.
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Peran pelaku usaha dalam perekonomian Kabupaten Sidenreng Ragng sudah terlihat
lebih dominan dibandingkan pemerintah daerah. Kontribusi pengeluaran pemerintah tak
mengalami banyak perubahan selama lima tahun terakhir diperiode 2842022, pada tahun
2018-2019 mengalami kenaikan pengeluaran hingga akhirnya mengalanpenurunan tahun
2020-2022. penurunan konsumsi pemerintah diakibatkan menurunya transfer dana dari pusat
apakah itu DAU dan DAK untuk pembangunan dan juga adanya refocussing anggaran untuk
dialihkan ke penanganan covidl9. Dua komponen penentu perekonomian Kabupaten
Sidenreng Rappang masih mengandalkan pengeluaran rumah tangga dan investasi, sehingga
ketika dua komponen ini berubah, maka akan mempengaruhi perekonomian daerah.

Tabel 3.8
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten SidenrefRappang
Tahun 20182022 (Persen)

Komponen Pengeluaran 2018 2019 2020 2021 2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggg 56,58 56,73 56,61 55,63 56,99
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,54 1,85 1,85 1,73 1,81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 10,01 10,33 10,05 9,75 9,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto 38,3 39,44 40,83 41,06 39,95
Perubahan Inventori 1,11 -0,20 -0,18 -0,06 0
Net Ekspor Barang dan Jasa -7,54 -8,15 -9,15 -8,11 -7,86
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100

Sumber: BPSKabupaten Sidenreng Rappang2023

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran Kabupaten Sidenreng
Rappang cenderung fluktuatif, terutama pada dua komponen dominan yaitu konsumsi rumah
tangga dan investasi. Laju pertumbuhanpengeluaran rumah tangga tahun 208 sekaligus
menjadi angka tertinggi selama lima tahun terakhir dengan pencapaian sebesar 6,40 persen dan
di tahun 2020 merosot ke level-0.25 persen karena pada tahun 2020 mendapatkan dampak
pandemic yang paling besar Walkupun pada tahun 2®1 mengalamipertumbuhansebesar 4.8
persen.

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut
Pengeluaran Tahun 20172021 (Persen)

Komponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tanggg 6,40 4,75 6,01 -0,25 4.8
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 7,04 11,35 39,45 -8,25 -0,85
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1,80 9,05 8,38 -2,58 3,29
Pembentukan Modal Tetap Bruto 9,33 4,83 5,50 3,19 5,08
PerubahanInventori -27,87 14,54 -118,85 | 9,12 -65,13
ekspor barang dan jasa 7,04 4,49 3,39 -0,39 9,13
Impor barang dan jasa 5,66 5,45 5,84 3,04 5,92
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Komponen Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021

Pertumbuhan PDRB 7,09
Sumber: BPS Kabupaten Sidenreng Rappang; 2022

5,02 4,65 -0,59 5,54

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang yang melambat dalam beberapa
tahun terakhir perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Produktivitas sektor pertanian,
sebagai sektor andalan, tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung turun. Masih
terlalu awal untuk menyimpulkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang
sudah sampai pada titik optimum, tapi pemerintah daerah harus siap dengan kondisi tersebut.
Jika benar, kapasitas produksi lapangan usaha pertanian sudah sampai titik aptum, maka
perlu mengidentifikasi sumber pertumbuhan baru.

Pada sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih dari setengah
PDRB pengeluaran tumbuh lambat, walau secara absolut nilainya terus meningkat. Secara
umum, lambatnya pertumbuha konsumsi rumah tangga bisa disebabkan oleh penurunan daya
beli akibat dari tingginya inflasi atau faktor kedua, penurunan pendapatan rumah tangga. Serupa
dengan konsumsi rumah tangga, investasi Kabupaten Sidenreng Rappang memerlukan
intervensi pemerintahdaerah, sebab laju pertumbuhannya juga melambat.
3.1.2.PDRB Perkapita

KenaikannilaiPDRB harga berlaku selama lima tahun terakhir, berdampak pada standar
hidup masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappand?erbaikan kesejahteraan tersebut dapat
dilihat dari PDRB perkapita yang setiap tahunnya meningkat. PDRB perkapita merupakan
indikator untuk mengukur seberapa tinggi standar hidup masyarakat sebuah negara/daerah
dengan membagi nilai PDRB dan jumlah penduduk

PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang sepanjang ltan 2018 hingga 2022
mengalamitren fluktuatif. Masyarakat menikmati standar hidup lebih tinggi di tahun 2@karena
rata-rata setiap satu penduduk di Kabupaten Sidenreng Rappang menikmati kue ekonomi
sebesar Rp. 43,25 juta per tahun. Pada tahun 2019, angka tersebut mengalami peningkatan
menjadi Rp. 4649 juta, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp4412 juta
dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp 47,19 Juta per orang per tahudan
meningkat pula pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 51 juta per orang per tahun.

Tabel3.10
PDRB Per Kapitadan PDB per kapitaADHB Kabupaten Sidenreng RappangProvinsi Sulawesi
Selatan, Dan Nasionallahun 2018-2022

Indikator Satuan LT
2018 2019 2020 2021 2022
Sidenreng Rappang Juta 43,25 46,49 44,12 47,19 51,00
Sulawesi Selatan Juta 52,64 57,18 55,68 59,65 65,59
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Nasional Juta 56,00 | 59,30 | 57,29 | 62,26 | 71,03 |
Sumber: Badan Pusat Statistik;2023

PDRB perkapita ADHB Kabupaten Sidenreng Rappang yang senifi,00 juta rupiah bila
dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional masih relatif lebih rendah.
Bila dibandingkan dengan target RKPD tahu2022 yang senilai 4876 juta rupiah, capaiantahun
2022 telah mencapai target

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
(ADHB) Kabupaten Sidenreng Rappang lebih baik dibanding ratata pertumbuhan Kabupaten
Luwu Utara, Sinjai, Maros, Luwu, Bone, Kepulauan Selayar, dan Kota Palopo.

Tabel3.11
PDRB Per KapitaDan PDB Per KapitaADHB Kabupaten Sidenreng RappangProvinsi Sulatan.
Dan NasionalTahun 2018-2022(Juta Rupiah)

Pertumbuhan Rata2 pertumbuhan
No Kab/Kota 2021 2022 PDRB ADHK PDRB Per kapita
2022 ADHK
1 | Luwu Utara 44,33 48,96 0,10
2 | Kota Palopo 46,52 51,18 0,10
3 | Sinjai 47,05 51,29 0,09
4 | Sidenreng Rappang 47,19 51,00 0,08 0111
5 | Maros 47,88 58,31 0,22 ’
6 | Luwu 48,55 54,03 0,11
7 | Bone 48,80 53,67 0,10
8 | Kepulauan Selayar 49,54 53,76 0,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, diolal2023

3.1.3.Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang selalu mendapat perhatian di tengah isu
pertumbuhan ekonomi. Ketika sebuah daerah mengalami pertumbuhan ekonomi akseleratif,
seringkali pertanyaan selanjutnya adalah untuk siapa atau kelompok mana yang menikmati
manfaat dari pertumbuhan tersebut. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
beberapa tahun terakhir mengalami treriluktuatif. Di tahun 2018, indeks gini menyentuh angka
0,340 poin, hanya mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 0,284 sebelum megkat
kembali di tahun 2020 menjadi 0,349 dan 0,385 di tahun 2021dan kembali mengalami
penurunan menjadi 0.354 poin Bila dibandingkan dengan angka ketimpangan di Provinsi
Sulawesi Selatan yang berada pada angka 877 dan nasional yang berada pada angka 381
poin, ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebibaik. Target angka ketimpangan
RKPD 202 yang diukur dengan gini rasio tahun 202 senilai 0335 tidak berhasil dicapai seperti

disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel3.12
Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional
Tahun 20182022

Indikator Satuan JEIT .
2018 2019 2020 | 2021 | Capaian 2022
Sidenreng Rappang Poin 0,340 0,284 | 0,349 | 0,358 0,354
Sulawesi Selatan Poin 0,397 0,389 | 0,389 | 0,382 0,377
Nasional Poin 0,404 0,391 | 0,389 | 0,381 0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik;2023

Bila dibandingkan dengan capaian daerah setara, perubahan rasio gini di Kabupaten
Sidenreng Rappang lebih besar bila dibandingkan dengan ratata rasio ginidaerah setara. Ini
berarti ketimpangan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih besar bila dibandingkan dengan
rata-rata ketimpangan di Kabupaten Bantaeng, Luwu Utara, Jeneponto, Selayar. Gowa, Kota

Palopo, dan Kabupaten Barru.

Tabel3.13
Perbandingan Perubahan Gini Rasio Kabupaten Sidenreng Rappang Dengan Daerah Setara
No | Kabupaten/Kota | 2021 | 2022 | PerubahanRasio| Rata2 Perubahan
Gini Daerah Setara

1 Bantaeng 0,332 0,320 -0,012

2 Luwu Utara 0,341 0,349 0,008

3 Jeneponto 0,353 0,338 -0,015

4 Kepulauan Selayar 0,354 0,350 -0,004

5 | Gowa 0,358 0,364 0,006 -0,00013

6 Sidenreng Rappang 0,358 0,354 -0,004

7 Kota Palopo 0,358 0,371 0,013

8 | Barru 0,359 0,366 0,007

Sumber: BPS Sulawesi Selatan, diolah; 2023

3.1.4.Angka Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi pembahasan kebijakan publik di kabupaten/kota di Sulawesi
Selatan, termasuk di Kabupaten Sidenreng Rappang. Selama beberapa tahun terakhir, upaya
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sidenreng Rappang sepertinya memphkdikan kinerja
cukup baik, dinilai dari penurunan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan. Tahun
2018, angka kemiskinan mencapai 5,16%. Kemudian turun pada tahun 2019 sebesar 4.79%
dan terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 sebesar 5.11%\ngka terendah
pada tahun 2019 mencapai 4,79%. Akibat adanya pandemicovid-19, pada tahun 2020 dan
2021 sampai dengan pemulihan ekonomi pada tahun 2023ignifikan mengalami kenaikan
Kenaikan angkakemiskinanmerupakanEfek pandemi covid19 menjadifaktor utama terjadinya
peningkatan masyarakat miskin karena banyaknya penduduk kehilangan pekerjaan dan adanya

pembatasan s